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Abstract

Introduction: The electronic claim system is designed to improve efficiency in healthcare service
reimbursement. However, only 75% ofinpatient claims were submitted during its initial implementation,
showinga decline comparedto previousmonths. This wasaccompanied by a high percentage of pending
claims, indicating system, documentation, and workflow issues. This study aims to identify the factors
contributing to pending inpatient claims in the electronic claim process and to propose improvement
strategies.

Methods: This study used a qualitative exploratory method with a case study approach. Data were
collected through interviews, observations, and document reviews, involving informants selected by
purposive sampling. The data were analyzed using thematic analysis and visualized using a fishbone
diagram, which grouped causes into man, method, machine, material, and money factors.

Results: Claims for inpatient cases in November 2022 were only 75% or 1093 out of a total of 1443
inpatients. There was a decrease in the number of claims submitted when compared to previous months,
namely in the range of 80-90% of inpatients. Pending claims at Dr Soedarso Regional Hospital in
November 2022 are 367 files or 33.5% of the total claims submitted. The largest group of cases where
pending inpatient claims occurred in November 2022 was indications of hospitalization and the need
for confirmation from the DPJP (doctor in charge of the patient), namely 138 claims or 36.7%. This
was followed by the case group of ICD-10 and ICD-9-CM coding rules and reselection of the main
diagnosis with 109 claims or 29.7%. The third largest group of cases was incomplete claim support,
with 96 claims or26.2%. Thenthere were 19 administrativeerrors in claims, or 5.1%,and finally, errors
in INACBG grouping were 5 claims, or 1.4%.

Discussion: Pending claims occur due to multiple interconnected factors. Human resource limitations,
incomplete documents, ineffective verification flow, system instability, and lack of funding for training
and infrastructureall contribute. Improving workflow, enhancing verification, and digitizing supporting
documents are necessary to reduce claim delays.
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Pendahuluan

Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di
Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik (RME) paling lambat tanggal
31 Desember 2023." Transformasi digital ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,
efisiensi administrasi, serta integrasi data pasien secaranasional. Salah satu komponen penting dalam
implementasi RME adalah sistem klaim elektronik, yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan
rumah sakit, khususnya dalam kerangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).?

Namun, pada praktiknya, implementasi sistem klaim elektronik di banyak rumah sakit belum
berjalan optimal.’ Banyak fasilitas kesehatan yang masih menerapkan sistem hybrid menggabungkan
proses manual dengan digital, sehingga menimbulkan berbagai kendala teknis dan administratif. Salah
satu masalah yang umum terjadi adalah meningkatnya jumlah klaim yang tertunda (pending claim)
akibat ketidaklengkapan dokumen, kesalahan kode diagnosis (ICD-10 dan ICD-9 CM), serta alur
verifikasi yangtidak efisien. Hal ini berdampak langsung pada kelancaran proses klaim dan penerimaan
dana kapitasi atau reimburse dari BPJS Kesehatan.*

Berdasarkan studi pendahuluan di RSUD X, diketahui bahwa belum seluruh bagian rekam medis
terintegrasi secara elektronik. Pengumpulan data klaim masih dilakukan melalui folder digital (file
sharing) yang diakses oleh berbagai pihak seperti DPJP, petugas administrasi, coder, grouper, dan
verifikator internal.” Transisi dari sistem manual ke digital menyebabkan keterlambatan proses,
ditambah dengan tantangan teknis seperti jaringan yang tidak stabil dan perubahan kebiasaan kerja
(shock culture) yang menuntut adaptasi cepat terhadap sistem baru.°

dalam penelitian ini mencakup isu-isu strategis seputar transformasi digital rumah sakit,
implementasi rekam medis elektronik, efektivitas sistemklaim berbasis INA-CBGs, hingga peran SDM
dalam pengelolaan klaim.” Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor penyebab pending klaim secara
sistematis, termasuk aspek man, method, machine, material, dan money dalam pendekatan fishbone.®
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penyebab terjadinya pending klaim JKN pada kasus
rawat inap dalam proses klaim elektronik di RSUD X, serta memberikan masukan perbaikan alur kerja
agar proses klaim dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan ekspolaratif dan menggunakan
desain studi kasus.” Desain ini digunakan untuk menggali secara mendalam fenomena pending klaim
dalam proses klaim elektronik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada pelayanan rawat inap.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses klaim elektronik
di rumah sakit, seperti dokter penanggung jawab pasien (DPJP), petugas administrasi, coder, grouper,
dan verifikator internal. Sampel dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan
keterlibatan langsung dan pengetahuan informan terhadap proses klaim. Informan terdiri atas informan
kunci, informan utama, dan informan tambahan.

Peneltian ini tidak menggunakan variabel seperti pada pendekatan kuantitatif, namun fokus
eksplorasi diarahkan padalima faktor penyebab pending klaim, yaitu: manusia (man), metode kerja
(method), sarana dan teknologi (machine), bahan atau dokumen pendukung (material), dan pendanaan
(money), sebagaimana digambarkan dalam diagram fishbone.'"

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan
berdasarkan topik eksplorasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung,
dan studi dokumentasi terhadap berkas-berkas klaim yang tertunda.'!

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (thematic analysis), dengan proses
pengkodean data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar faktor. Validitas data diuiji
melalui triangulasi sumber dan metode, serta dilakukan pemeriksaan ulang kepada informan (member
checking) untuk memastikan keabsahan informasi.'?
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Gambar 1. Alur Klaim Elektronik Rawat Inap

Pengajuan klaim kasusrawatinap bulan November 2022 hanya sebesar 75% atau sebanyak 1093
dari total 1443 pasien rawat inap. Terjadi penurunan jumlah pengajuan klaim apabila dibandingkan
dengan bulan-bulan sebelumnya yaitu dengan kisaran 80-90% pasien rawat inap. Pending klaim di
RSUD Dr Soedarso pada November 2022 yaitu sebanyak 367 berkas atau sebesar 33,5% dari total
seluruh pengajuan klaim. Berdasarkan tabel 3, kelompok kasus terbesar tejadinya pending klaim rawat
inap pada November 2022 yaitu indikasi rawat inap dan perlunya konfirmasi kepada DPJP (dokter
penanggung jawab pasien) yaitu sebanyak 138 klaim atau sebesar 36,7%. Kemudian diikuti oleh
kelompok kasus kaidah koding ICD 10 dan ICD 9 CM serta reseleksi diagnosa utama sebanyak 109
klaim atau sebesar 29,7%. Kelompok kasus terbesar ketiga adalah ketidaklengkapan penunjang klaim
sebanyak 96 klaim atau sebesar 26,2%. Kemudian kesalahan adminiatrasi sebnayak 19 klaim atau
sebesar 5,1% dan yang terakhir kesalahan dalam grouping INACBGs sebanyak 5 klaim atau sebesar
1,4%.

Pembahasan

Menurut Depkes RI (2009), beberapa langkah yang dilakukan oleh coder pada bagian rekam
medis dimulai dari penerimaan catatan medis (rekam medis) beserta berkas penunjangnya dari unit
pelayanan. Kemudian coder menuliskan kode diagnosa menurut ICD 10 dan kode prosedur menurut
ICD 9-CM serta melakukan pengecekan kesesuaian diagnosa dan selanjutnya melakukan entry pada
software INACBGs."? Berkas klaim yang tidak lengkap akan berdampak pada jumlah berkas klaim
yang disetujui dan tidak disetujui, hal ini juga mempengaruhi kelancaran dalam hal pengklaiman
biaya.'* Hal ini juga terjadi di lapangan saat proses klaim dilaksanakan. Pada kenyataannya berkas dari
ruang rawat inap masih banyak yang tidak lengkap dan tidak di-upload di file sharing. Hal ini

281
Available online http://dohara.or.id/index.php/hsk |



DPO

Dohara Publisher Open Access Journal

Volume 03, No.07, Maret 2024

e-ISSN 2807-7539, p-ISSN 2807-7547

menyebabkan pelaksanaan klaim menjadi terhambat karena syarat klaim yang tidak lengkap. Proses
klaim yang seharusnya bisaberlanjut menjadi tertundakarenasyaratklaim yang masih harus dilengkapi
oleh ruang rawat inap terlebih dahulu.

Alur klaim yang menempatkan verifikator internal berada di akhir perlu adanya evaluasi. Jika
verifikator internal berada di awal setelah ruang rawat inap, dan verifikator internal melibatkan seluruh
dokter ruangan untuk mengecek kelengkapan syarat klaim sebelum diproses oleh coder, makaketika
proses sampaikepadacoder dan grouper, syaratklaimsudahlengkap dan bisalangsung dilakukan TXT
Klaim untuk dilakukan proses klaim kepada BPJS Kesehatan. Dengan adanya verifikator internal di
awal proses, maka klaim akan berjalan efektif dan efisien, sehingga pengajuan klaim juga bisa lebih
besar persentasenya.

Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, kegiatan penyelenggaraan rekam medis
elektronik salah satunya adalah klaim pembiayaan secara elektronik.'” Namun yang terjadi di lapangan
adalah klaim masih belum sepenuhnya berjalan secara elektronik. Wadah untuk pengklaiman memang
bersifat elektronik yaitu berupa file sharing, namun item yang di-upload masih berupa kertas manual
yang di-scan sehingga menimbulkan beberapa kendala, salah satunya ketidaklengkakpan syarat klaim.
Apabila rekam medis sudah sepenuhnya elektronik, jika ada kekurangan syarat klaim maka bisa
langsung mengakses rekam medis elektronik untuk dicari kekurangnnya. Namun yang terjadi sekarang
adalah permintaan kelengkapan harus kembali ke ruang rawat inap terlebih dahulu sehingga
membutuhkan waktu yang lebih lama.

METHOD
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Gambar 2. Fishbone Pending Klaim

Tabel 1. Analisa Penyebab Pending Klaim

No Faktor U S G z Rank
1 Man 5 5 4 14 IT
2 Money 4 3 3 10 A%
3 Method 5 5 5 15 I
4 Machine 4 4 5 13 I11
5 Material 4 4 4 12 v
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Kesimpulan

Sebaiknya dilakukan evaluasi alur klaim yang saat ini diterapkan di RSUD X untuk kemudian
dibuat perencanaan perbaikan alur klaim agar lebih efektif dan efisien. Perbaikan alur klaim juga bisa
dengan cata melakukan studi banding ke rumah sakit lain sebagai perbandingan terkait alur klaim yang
diterapkan. Sebaiknya pimpinan yang terkait dengan pengklaiman membuat, merevisi, dan
mengevaluasi SPO yang berkaitan dengan pengklaiman mulai dari pasien pulang rawat inap sampai
kepada pengiriman ke BPJS Kesehatan. Kemudian dilakukan petemuan rutin dengan BPJS Kesehatan
untuk mencapai persetujuan bersama. Dalam hal memperkuat verifikator internal di rumah sakit
sebaiknya difasilitasi untuk rutin mengikuti pelatihan agar bisa meningkatkan pengetahuan terkait
kaidah pengkodingan, sehingga bisa mempertahankan kaidah koding sesuai dengan aturan yang
disepakati. Kemudian dilakukan evaluasi secara internal terkait diagnosa maupun tindakan yang belum
disepakati dengan BPJS Kesehatan.

Makna Singkatan (Abbreviations)
BPJS: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ina CBGs: Indonesian Case Base Groups

Persetujuan Etik

Penelitian ini telah lulus persetujuan etik yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia Maju dengan
nomor surat No.6161/Sket/Ka-Dept/RE/UIMA/IX/2023.

Konflik Kepentingan
Penelitian ini independen dari konflik kepentingan individu dan organisasi.
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